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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 944 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL DAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

: 8
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bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu
pembelajaran pada Madrasah, perlu mengalokasikan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal
dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal
dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi
pengadaaan barang dan jasa dalam pemanfaatan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan  Raudhatul Athfal dan  Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
179);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
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Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
14);

14. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengawasan Intern oleh APIP;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

16.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 348)

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun
2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1131});

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama
(Scrita M- - Daruhlil- Indonesia Tahun 2020 Nomor 172)

sebagaimana telan aiubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1383);

22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347)

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347)

24. Keputusan Menteri Agama 319 tahun 2023 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025,ik

tentang, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH.

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan bagi Tim Pengelola Bantuan
Operasional pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Satuan Pendidikan dalam penyaluran, pencairan,
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KETIGA

KEEMPAT
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penggunaan, dan pelaporan dana bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2067
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3450
tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam nomor 2067 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan  Raudhatul  Athfal dan  Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6042
tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2067 Tahun
2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 8621
Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikanislam Nomor 2067 Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatulathfal Dan Bantuan Operasional
Sekolah Pada Madrasah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Direktur KSKK T_ "~ Sekretaris

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL,

—

SUYITNO
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL
ATHFAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada
Madrasah yang tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas,
melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di
madrasah. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah
diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan
mutu pembelajaran siswa.

Bantuan operasional sekolah terus-menerus dilakukan pembenahan agar
pelaksanaannya dapat meningkatkan mutu satuan pendidikan, kualitas
peserta didik dan peningkatan tatakelola Madrasah. Pada saat yang
bersamaan juga dilakukan efektifitas dan efesiensi penggunaan dana BOS,
agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Salah satunya dengan
mengoptimalkan pembelanjaan melalui sistem elektronik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
Kementerian Agama dianggap perlu Katalog sektoral yang dikembangkan
oleh Kementerian Agama sesuai dengan Sistem Elektronik yang meliputi
perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan
oleh Lembaga Kebijakan Penagadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari
sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia,
pelaksana kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan
katalog elektronik Pemerintah https://katalog.inaproc.id/.

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah ini.

B. Tujuan

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untuk:

1. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa;

2. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung
jawab satuan pendidikan;
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3. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak
jauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blended
learning; dan

4. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup
dan kesehatan di lingkungan Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah
meliputi Tim Pengelola, kriteria penerima, pengalokasian, tata cara
penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, pelaporan,
monitoring-evaluasi, pengawasan, sanksi serta pelayanan atas pengaduan
masyarakat.

Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul
Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah dilakukan
berdasarkan prinsip:

1. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah dikelola sesuai dengan kebutuhan Raudhatul
Athfal dan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM)
yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah
(RKAM);

2. efektivitas, yaitu  penggunaan dana Bantuan  Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah diupayakan dapat memberikan hasil,
pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di
Raudhatul Athfal dan Madrasah;

3. efisiensi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah diupayakan untuk meningkatkan kualitas
belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang
optimal;

4. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah dapat dipertanggungjawabkan secara
keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

5. transparansi, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah dikelola secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Raudhatul
Athfal dan Madrasah.

Pengertian Umum

1. Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan.
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Raudhatul Athfal adalah yang selanjutnya disingkat RA adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dengan kekhasan
agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam
pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai kelanjutan dari MI/SD
atau sederajat.

Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya
disingkat MA/MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari MTs/SMP atau
sederajat.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, yang
selanjutnya disingkat BOP, adalah program Pemerintah Pusat untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia
bagi Raudhatul Athfal yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah
Pusat.

Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, yang selanjutnya
disingkat BOS, adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan
pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah
yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat.

Education Management Information System atau yang selanjutnya
disingkat EMIS adalah system pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Agama yang memuat data pokok satuan pendidikan,
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, dan modul lainnya yang datanya bersumber antara lain
dari satuan pendidikan RA, MI, MTs, dan MA/MAK yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat
RKAM adalah rencana pembiayaan dan pendanaan program atau
kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, baik yang bersifat strategis
ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Madrasah.

Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya
disingkat e-RKAM adalah aplikasi pengelolaan keuangan madrasah
mulai dari proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi online.

Evaluasi Diri Madrasah yang selanjutnya disingkat EDM adalah proses
penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh
pemangku kepentingan ditingkat madrasah berdasarkan indikator-
indikator kunci yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
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Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat
yang peduli pendidikan.

Pengadaan Barang/Jasa di Madrasah adalah cara memperoleh
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya yang dibiayai oleh BOP atau
BOS.

Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing), yang selanjutnya
disebut E-Purchasing, adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
Katalog Elektronik (E-Catalogue) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan
menerbitkan Surat Perintah Membayar.

Bendahara BOP adalah unsur pembantu Kepala Madrasah yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOP
pada Raudhatul Athfal.

Bendahara BOS adalah unsur pembantu Kepala Madrasah yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOS
pada MI, MTs, MA, dan MAK.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah
yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya.

Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kementerian adalah Kementerian Agama.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama.
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BAB II
TIM PENGELOLA

A. Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat (selanjutnya disingkat Tim
BOS Pusat) ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pendidikan
Islam dengan ketentuan dan ruang lingkup tanggungjawab sebagai

berikut:

Tim Penanggung Jawab

Tim Penanggung Jawab

Perencanaan

Tim Pengarah Umizia Teknis
a. Direktur Jenderal a. Direktur KSKK Kasubdit
Pendidikan Islam Madrasah Kelembagaan dan
b. Sekretaris Jenderal b. Sekretaris Ditjen g(;:sr_g::?an;{z{]JFT o
Kementerian Agama Pendis
) . JFT Perencana pada
e Dll"'f!k_tur Guru dan Sekretariat Ditjen
Tendik Madrasah Pendis
d. Kepala Biro JFT Data, Sistem

Informasi dan Humas

pada Sekretariat
Ditjen Pendis

d. Kasubag Tata Usaha
Direktorat KSKK
Madrasah

e. Kasubag Tata Usaha
Direktorat Guru dan
Tendik Madrasah

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP dan BOS;

b. Menetapkan sasaran penerima BOP dan BOS berdasarkan data pada sistem
EMIS dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS dilakukan oleh
Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

c. Menyalurkan dana BOP dan BOS pada madrasah swasta dalam hal
kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada madrasah swasta dilakukan
oleh Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan tujuan pengendalian
kualitas belanja BOP dan BOS;

e. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan dana BOP
dan BOS; dan

f. Memberikan pelayanan konsultasi teknis dan penanganan pengaduan
masyarakat.

B. Tim Pengelola BOP dan BOS Provinsi

Tim Pengelola BOP dan BOS Provinsi (selanjutnya disingkat Tim BOS
Provinsi) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

reupload by https://www.ayomadrasah.id




Tim Pengarah Tim Penanggung Jawab Tim Pelaksana

Kepala Kantor Wilayah |a. Kepala Bidang a. JFT/Ketua Tim
Kementerian Agama Pendidikan Kelembagaan dan
Provinsi Madrasah /Pendis/JFT Sistem Informasi;

yang Disetarakan b. JFT/Ketua Tim

b. Kepala Bagian Tata Perencana;
Usaha, Kanwil

Kemenag Provinsi c. Pengelola/Operator

Data; dan

d. Perencana Program
dan Anggaran

Tugas dan Tanggung Jawab

. Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan

Melakukan sosialisasi program BOP dan BOS di tingkat provinsi;
Melakukan pendampingan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;

Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, untuk
pengendalian kualitas belanja BOP dan BOS di tingkat provinsi;

masyarakat;

Dalam hal kebijakan, penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah
swasta dilakukan oleh Satker Kantor Wilayah, Tim BOS Provinsi bertugas:

1. Menyusun alokasi dana BOP dan BOS pada masing-masing Provinsi;

2. Menetapkan sasaran penerima BOP dan BOS berdasarkan data pada
sistem EMIS: dan

3. Menyalurkan dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta.

Tim Pengelola BOP dan BOS Kabupaten/Kota

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya
disingkat Tim BOS Kabupaten/Kota) berkedudukan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Tim Pengarah Tim Penanggung Jawab Tim Pelaksana
Kepala Kantor Kepala Subbagian Tata a. Kepala Seksi
Kementerian Agama Usaha Kantor Pendidikan
Kabupaten /Kota Kementerian Agama Madrasah /Pendidikan

Kabupaten/Kota Islam/JFT yang
Disetarakan;

b. Pengelola/Operator
Data; dan

c¢. Perencana Anggaran

Tugas dan Tanggung Jawab

a.

Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dengan RA
dan Madrasah dalam rangka penyaluran dana BOP dan BOS ke RA dan
Madrasah;

Melakukan sosialisasi program BOP dan BOS di tingkat Kabupaten /Kota;
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c. Membantu melakukan pendampingan kepada Tim BOS Madrasah;

Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, untuk
pengendalian kualitas belanja BOP dan BOS di tingkat kabupaten /kota;

e. Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat;

£ Dapat melakukan telaah atas laporan dari Pengawas Madrasah dalam hal
kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara yang diusulkan
dalam EDM dan yang direncanakan dalam RKAM (bagi madrasah swasta)
dan RKA-KL, DIPA dan POK (bagi madrasah negeri). Dalam hal terdapat
ketidaksesuaian, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
dapat melakukan konfirmasi, memberi masukan dan/atau menolak
RKAM, RKA-KL yang disusun oleh madrasah.

g. Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah
swasta dilakukan oleh Satker Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Tim
BOS Kabupaten /Kota bertugas:

1. Menyusun alokasi dana BOP dan BOS pada masing-masing
Kabupaten /Kota;

2. Menetapkan sasaran penerima BOP dan BOS berdasarkan data pada
sistem EMIS;

3. Menyalurkan dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta.

D. Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat
Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan pendidikan RA/Madrasah
dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan
ketentuan sebagai berikut:

Tim Penanggung Jawab Tim Pelaksana

Kepala RA/Madrasah a. Bendahara Pengeluaran pada Madrasah Negeri;

b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan
oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggung
jawab dalam mengelola dana;

c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan
sebagai operator pengolah data; dan

d. 1 (satu) orang dari unsur Komite Madrasah dan 1
(satu) orang dari unsur orang tua/wali siswa
selain anggota/pengurus Komite Madrasah.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Memastikan kebenaran data siswa yang diinput pada EMIS;

b. Membaca, memahami dan melaksanakan pengelolaan dana BOP dan BOS
Madrasah sesuai dengan petunjuk teknis;

c. Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM. Bagi madrasah yang
sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi
RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM.

d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di madrasah
menurut komponen dan besar dananya;

€. Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh
madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan
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Komite Madrasah;

f.  Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP atau BOS secara
periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA atau Kepala Madrasah;

g. Kepala RA/Madrasah dan Bendahara bertanggung jawab atas penggunaan
dana BOP/BOS diluar ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis;

h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan
dengan rapi.

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Madrasah dilarang untuk:

a. melakukan pemaksaan dalam pembelian/pengadaan barang dan/atau
jasa dalam pemanfaatan dana BOP dan BOS; dan/atau

b. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pengadaan
barang.

Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah berperan mengawasi pengelolaan dana BOP dan BOS
mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, baik terkait
keuangan maupun target kinerja yang ditetapkan dan capaian kinerja
Madrasah. Pengawas Madrasah dapat memberikan masukan pada saat
perencanaan terhadap rencana keuangan dan target kinerja yang
ditetapkan oleh madrasah, serta pada tahap pelaksanaan terhadap
pengelolaan keuangan dan kinerja yang dilakukan madrasah. Pengawas
menyampaikan masukannya kepada kepala madrasah untuk
ditindaklanjuti dan kepada tim pengelola BOS/BOP Kabupaten/Kota
sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas dan kewenangan
tambahan kepada pengawas yang ditunjuk untuk melakukan
pendampingan dan pengawasan kepada madrasah yang berada pada
daerah yang kekurangan dan/atau tidak memiliki pengawas.

Tugas Pengawas dalam pengelolaan dana BOP/BOS adalah sebagai
berikut:

1. Tahap Perencanaan:

a. Memberikan Pendampingan pada saat Madrasah/RA menyusun
EDM berbasis online atau offline bersama Tim Pengembang
Madrasah/RA (TPM);

b. Mendampingi Madrasah/RA dalam menyusun rencana kerja
Madrasah/RA (RKM/RKT);

¢. Mendampingi Madrasah/RA dalam menyusun e-RKAM;

d. Melaporkan hasil pendampingan pada tahap perencanaan
pengelolaan dana BOP/BOS kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.

2. Tahap Pelaksanaan:

a. Pendampingan penggunaan Dana BOS/BOP agar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Mendorong penggunaan dana secara optimal untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah/RA.
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3. Tahap Pelaporan:

a.

Mendampingi madrasah dalam penatausahaan pelaporan Dana
BOS/BOP; dan

. Mendampingi madrasah dalam penyusunan pelaporan Dana

BOS/BOP agar sesuai dengan Petunjuk Teknis.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi:

a.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana BOS/BOP
yang dilaksanakan oleh Madrasah/RA,;

Membuat catatan terhadap kemungkinan terjadinya potensi
penyalahgunaan dana BOS /BOP dan menyampaikannya kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika ditemukan
penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis;

Memberikan edukasi dan bimbingan kepada pengelola Dana
BOS/BOP terkait dengan penggunaan, tata kelola keuangan dan
pelaporan yang baik dan benar; dan

Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Dana
BOS/BOP.

Komite Madrasah

Komite Madrasah sebagai bagian tim pengelola BOP dan BOS
melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas:

a.

b.

Mendorong keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan madrasah,
termasuk Pelaporan penggunaan dana kepada pihak terkait.

Mengkomunikasikan hasil pengelolaan dana kepada masyarakat
dan orang tua/wali murid.

2. Pemberian pertimbangan dalam:

a.
b.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;

Penetapan kriteria kinerja Madrasah; dan

3. Pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP/BOS oleh Madrasah: dan

4. Penerimaan dan tindaklanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari
peserta didik, orangtua/wali, dan Masyarakat.

5. Secara perseorangan maupun kolektif dilarang:

a.

b.

Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,
pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di madrasah;

Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan
kedudukan, tugas dan fungsi komite madrasah.
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A.

BAB III
KRITERIA DAN PROSEDUR

Kriteria Penerima Dana

BOP/BOS dapat diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi
kriteria dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BOP untuk satuan pendidikan berbentuk Raudhatul Athfal (RA), BOS
untuk satuan pendidikan berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (M),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK);

2. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
sekurang-kurangnya yang telah berlaku selama 1 (satu) tahun
terhitung sebelum mulai tahun anggaran berkenaan. (Contoh: Dana
BOP RA tahun anggaran 2026 dapat diberikan kepada RA yang telah
memiliki izin operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya pada
tanggal 31 Desember 2024), berlaku juga untuk BOS Madrasah);

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi
Raudhatul Athfal dan/atau Madrasah yang diselenggarakan
masyarakat yang pada daerah 3T, perbatasan negara dan/atau daerah
lain yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan
Raudhatul Athfal yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

4. Aktif melakukan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dan tidak
sedang menjalani proses penutupan/pencabutan izin operasional
madrasah. Proses penutupan sekurang-kurangnya dibuktikan melalui
surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.

5. Membuat dan menyimpan dokumen surat pertanggungjawaban
belanja  (SPJ) serta membuat atau mengunggah Laporan
Pertanggungjawaban Belanja (LPJ) atas anggaran yang sudah diterima
dan dibelanjakan, sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat
KSKK Madrasah;

6. Melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran
berjalan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pendataan; dan

7. Yayasan penyelenggara satuan pendidikan (Raudhatul Athfal dan/atau
Madrasah) tidak dalam keadaan konflik/sengketa, dan/atau
berperkara hukum. Jika konflik para pihak sudah selesai maka dapat
dibuktikan dengan dokumen yang berkekuatan hukum tetap sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Satuan Biaya
Satuan Biaya BOP dan BOS adalah sebagai berikut:
a. BOP Raudhatul Athfal sebesar Rp. 600.000,- per siswa per tahun;

b. BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Madrasah
Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ditetapkan dengan
satuan biaya majemuk, (lampiran BOS-14).

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat melakukan
penyesuaian/perubahan satuan biaya tersebut diatas setelah
mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kebijakan yang
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ditetapkan.

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Alokasi Dana

Usulan alokasi dana BOP/BOS pada tahun anggaran berjalan ditetapkan
berdasarkan jumlah siswa pada Berita Acara Pendataan (BAP) BOP/BOS
yang ditandatangani dan diunggah oleh Kepala Madrasah sampai dengan
batas akhir tanggal 30 September pada tahun anggaran sebelumnya
sesuai data EMIS. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data di
Madrasah melalui EMIS harus dipastikan validitas data dan menghindari
input data fiktif dalam bentuk apapun, yang menyebabkan pada kerugian
negara. Adapun kriterianya sebagai berikut:

a. siswa tercatat sebagai peserta didik di RA/Madrasah yang telah
memiliki Izin Operasional Pendirian; dan

b. siswa tercatat dalam rombongan belajar;

Mekanisme penetapan alokasi dana BOP dan BOS dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:

1. Direktur KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu alokasi BOP/BOS
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan jumlah siswa
pada Berita Acara Pendataan (BAP) BOP/BOS yang ditandatangani
dan diunggah oleh Kepala Madrasah sampai dengan batas akhir
tanggal 30 September pada tahun anggaran sebelumnya sesuai data
EMIS dengan mempertimbangkan kebutuhan dana buffer untuk
perubahan alokasi di tahun anggaran berjalan;

2. Kementerian Agama cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
mengajukan usulan pagu alokasi BOP/BOS untuk mendapatkan
pertimbangan/persetujuan dari Kementerian Bappenas, dan
Kementerian Keuangan;

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2,
Kementerian Keuangan menetapkan pagu alokasi/pagu definitif
BOP/BOS dan menyerahkan kepada Kementerian Agama;

4. Direktur KSKK Madrasah menyusun pagu alokasi dana BOP dan BOS
per satuan pendidikan berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan. Dalam hal pagu alokasi/pagu definitif
sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak sesuai dengan usulan,
maka Direktorat KSKK Madrasah dapat melakukan penyesuaian;

5. Direktur KSKK Madrasah menetapkan pagu alokasi BOP/BOS tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah
swasta dilakukan oleh Satker Kantor Wilayah Kementerian Provinsi
atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Pejabat Pembuat
Komitmen yang bersangkutan menetapkan alokasi BOP/BOS pada
madrasah swasta di wilayahnya berdasarkan penetapan pagu alokasi
BOP/BOS oleh Direktur KSKK Madrasah.

Mekanisme Penyaluran Dana dan Pencairan Dana

1. Penyaluran dan Pencairan Dana BOP/BOS Madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat:

a. Penyaluran Dana BOP/BOS dapat dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi
atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota sesuai kebijakan
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yang ditetapkan.

b. Penyaluran dana BOP/BOS dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.

c. Penyaluran Dana BOP/BOS dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap
dalam bentuk uang yang disalurkan secara non-tunai kepada
penerima bantuan, dengan ketentuan penyaluran tahap kedua
dapat  dilakukan  sepanjang penerima  bantuan  telah
membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang
diterima pada tahap sebelumnya dibuktikan dengan Laporan
Realisasi Penggunaan Dana.

2. Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah yang diselenggarakan oleh
Masyarakat:

Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat dapat dilakukan melalui bank/POS penyalur yang telah
ditunjuk oleh satuan kerja penyalur melalui proses Kerjasama.
Persyaratan pencairan dana BOP/BOS diatur sebagai berikut:

a. Tahap 1
1. Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP/BOS Tahap I.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani PPK dan
Kepala RA/Madrasah.

4. Rencana Kerja dan Anggaran RA/Madrasah.
5. Kwitansi/Bukti Penerimaan sebagai dasar pencatatan.
b. Tahap II
Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP/BOS Tahap II.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
Rencana Kegiatan dan Anggaran RA/Madrasah.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap I.

Kwitansi/Bukti Penerimaan sebagai dasar pencatatan.

i - A

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1.

RA/Madrasah penerima BOP/BOS dapat melakukan pencairan ke
bank/POS penyalur yang ditunjuk setelah seluruh persyaratan
dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim BOS Kanwil/Kankemenag dan
membawa print-out bukti up-load serta dokumen tambahan yang
dipersyaratkan dalam perjanjian Kerjasama antara bank/POS penyalur
dengan satuan kerja penyalur.

Dalam hal PPK menggunakan rekening kolektif yang digunakan sebagai
rekening penerima dana BOP/BOS, satuan pendidikan (RA/Madrasah)
tidak diperbolehkan menggunakan rekening tersebut untuk
menampung anggaran selain dana BOP/BOS.

3. Penyaluran BOP/BOS untuk RA/Madrasah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

a. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran Dana BOS pada Satuan Kerja MTsN, MAN, dan MAKN
dilakukan mengacu pada ketentuan pelaksanaan DIPA Ditjen
Pendidikan Islam sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Bagan Akun
Standar (BAS) dan memisahkan perencanaan anggaran penggunaan
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dana BOS dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM)
dari DIPA.

1)

2)

3)

4)

6)

7)

. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana BOS pada Satker MTsN, MAN, dan MAKN
mengacu pada jadwal rencana pengajuan pencairan dana BOS
selama 1 (satu) tahun anggaran atau rencana penggunaan dana
BOS yang terintegrasi dengan membuat Surat Perintah
Membayar (SPM) sehingga tertuang dalam DIPA satker madrasah
negeri dan memisahkan SPM dana BOS dari SPM DIPA non BOS.

Dalam hal anggaran BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
yang dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, maka proses pencairannya dilakukan oleh PPK
yang ditetapkan oleh KPA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

Kantor Kementerian Agama Kab/kota wajib menyalurkan BOS
Madrasah Ibtidaiyah Negeri berdasarkan alokasi yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam hal terdapat
perbedaan antara dana yang disalurkan dan penetapan alokasi
maka perlu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.

KPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dapat menetapkan
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang memiliki sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK. Jika Kepala Madrasah
Ibtidaiyah Negeri tidak memiliki sertifikat dimaksud, maka KPA
dapat menunjuk kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri lainnya atau
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa sebagai PPK.

KPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menetapkan
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di tingkat Madrasah
Ibtidaiyah Negeri yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk mengelola dan melaksanakan
pembayaran/belanja dari dana BOS di tingkat Madrasah
Ibtidaiyah Negeri. SPP Dana BOS bagi Madrasah Ibtidaiyah
Negeri disusun oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan
pengajuan kebutuhan dana yang disampaikan oleh BPP pada
setiap Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Demikian juga dengan
pertanggungjawaban dan pelaporan, BPP pada Madrasah
Ibtidaiyah Negeri menyampaikan laporan pertanggungjawaban
beserta dokumen penatausahaan (BKU dan Buku Pembantu
yang terdiri Buku Pembantu Pajak, Buku Kas Tunai dan Buku
Bank) kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dicatat
pada laporan pertanggungjawaban, BKU dan Buku Pembantu
Bendahara Pengeluaran.

Untuk memudahkan penyaluran dana dari Bendahara
Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota ke BPP
Madrasah Ibtidaiyah Negeri, maka BPP membuat rekening bank
yang dikelola oleh BPP. Rekening bank yang dikelola oleh BPP
sebagaimana dimaksud merupakan rekening resmi, bukan
rekening atas nama pribadi.

Dalam hal PPK Madrasah Ibtidaiyah Negeri dijabat oleh PPK yang
berasal dari luar Madrasah Ibtidaiyah Negeri, maka Kepala
Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang bersangkutan tetap sebagai
penanggung jawab pengelolaan dana BOS pada Madrasah
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Ibtidaiyah Negeri tersebut.

8) Mekanisme pelaksanaan anggaran BOS berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

c. Kode Akun Kegiatan dalam Penggunaan Dana BOP dan BOS pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Madrasah Negeri

Penganggaran dana BOS pada Madrasah Negeri mengacu DIPA
Direkorat Jenderal Pendidikan Islam pada Madrasah dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mengacu pada Bagan Akun
Standar (BAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

4. Penyaluran dan Pencairan BOP/BOS untuk RA dan Madrasah yang
terdampak bencana dan/atau terkena peristiwa force majeure dapat
dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk
Teknis sesuai kebijakan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Islam.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Ketentuan Umum Penggunaan Dana BOP dan BOS

Penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Ketentuan umum keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS
mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau RKAM
yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite
madrasah, ditetapkan oleh Kepala RA/Madrasah dan
diketahui/dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

. Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas

kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

RA dan Madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD
tidak diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk
peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOP dan BOS tidak
mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, dapat
menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah;

Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain
BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan
kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;

Penyelenggara pendidikan (yayasan) atau satuan pendidikan sebagai
pemberi kerja berkewajiban untuk membayarkan gaji/honor rutin dan
iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi pegawai (guru
dan tenaga kependidikan) yang diangkat/dipekerjakan. Dana
BOP/BOS dapat digunakan untuk membantu pembiayaan gaji/honor
pegawai bukan ASN.

Penggunaan dana BOP/BOS untuk membiayai gaji/honor rutin
pegawai bukan ASN (guru dan t